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MOTTO :

e “Tetapi carilah dahulu kerajaan Alah dan kebenarannya maka semuanya

itu akan ditambahkan kepadamu” - (Matius 6:33)

e “In the eyes of dialectical philosophy, nothing is established for all times,

nothing is absolute or sacred” — (Karl Marx)

e “Seorang optimis melihat sebuah cahaya ketika kegelapan, tetapi orang

pesimis selalu menghilangkan cahaya itu”_(Rene Descartes)
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tenaga kerja antar negara diartikan sebagai pergerakan orang ke
negara lain dengan tujuan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Mereka
angkatan kerja yang bekerja di luar negeri atau memiliki pekerjaan diluar
negeri. Angkatan kerja ini biasa disebut tenaga kerja migran lokal dan tenaga
kerja migran internasional atau dapat disebut juga tenaga kerja antar negara.
Tenaga kerja antar negara itu sendiri memiliki beberapa faktor pendorong
terjadiya migrasi para pekerja ke luar negeri. Migrasi internasional yang
sangat berpangaruh dari masa kemasa telah disampaikan oleh Everet Lee yang
berkenaan dengan faktor pendorong dan faktor penarik seseorang untuk
bermigrasi antar negara. Antara faktor pendorong dari negara asal pekerja
migran ialah pertimbangan gaji yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan
dan rendahnya akses sosial masyarakat di negara asal. Sementara faktor
penarik di negara penempatan ialah gaji yang kompetitif, rendahnya tingkat
pengangguran dan kecenderungan seseorang meninggalkan negara asalnya.t

Dewasa ini migrasi pekerja bukanlah hal yang jarang melainkan suatu

hal yang sangat sering terjadi. Data Kemenaker, rasio perbandingan Tenaga

! Lee, Everett S. 1966. A Theory of Migration. Demography, Vol. 3, No. 1. (1966), him 47-
57, http://links.jstor.org/sici?sici=00703370%281966%293%3A1%3C47%3AATOM%3E2.0.CO%3B2
-B (Diakses 4 April 2019, 14:52 WIB)
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http://links.jstor.org/sici?sici=00703370%281966%293%3A1%3C47%3AATOM%3E2.0.CO%3B2-B

kerja antar negara dunia di Indonesia memiliki rasio yang rendah dibanding
dengan negara-negara sekitar. Malaysia jumlah tenaga kerja antar negara
adalah 12% dengan jumlah 1,8 juta orang berbanding 15 juta tenaga kerja.
Dengan Singapura di 2017 rasio tenaga kerja antar negara di Singapura
mencapai 60,9% dengan jumlah 1,4 juta orang dan jumlah tenaga kerja 2,3
juta. Menurut data 2016 dari masing-masing kementerian setempat, rasio
tenaga kerja antar negara di Thailand 4,5%, Vietnam 0,14%, dan Jepang
1,4%. Qatar, yang menurut data MPS Census 2010 rasio tenaga kerja antar
negara mencapai 94,5% dengan jumlah sebesar 1,2 juta orang dan tenaga
kerja 1,3 juta orang. Uni Emirate Arab 96% dan Amerika Serikat 16,7% .2
Indonesia mengirim 250 juta jiwa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Di
Indonesia dalam kurun beberapa tahun terjadi pula peningkatan tenaga kerja
antar negara dari negara lain ke indonesia tahun 2016 terdapat 80.375 jiwa,
tahun 2017 85.974 jiwa dan 95.335 jiwa tenaga asing yang berkerja di
Indonesia hingga 31 Desember 2018.> Berdasarkan jumlah 95.335 orang

tenaga asing yang bekerja Indonesia tersebut, memiliki spesifikasi tenaga

2 Danag Sugianto, Perbandinga Jumlah TKA Di Indonesia Dengan Negara Lain , Detik
Finance, 2018, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3991652/perbandingan-jumlah-tka-
di-indonesia-dengan-negara-lain (Diakses 17 September 2019 19:07 WIB)

% Ringkang Gumiwang, Apakah Jumlah Tenaga Kerja Asing Berkorelasi dengan
Pengangguran? , tirto.id, 2019 https:/tirto.id/apakah-jumlah-tenaga-kerja-asing-berkorelasi-dengan-
pengangguran-djQP, (diakses 23 Agustus 2019, 20:05 WIB)
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asing profesional sebanyak 30.626, manajer sebanyak 21.237, konsultan dan
direksi sebanyak 30.708.4

Dewasa ini isi pokok Konvensi International Labour Organization
(ILO) No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan
(Discrimination Employment dan Occupation Convention, 1958) yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 21 tanggal 7 Mei 1999
menjelaskan bahwa masing-masing negara anggota yang meratifikasi
Konvensi ini melakukan promosi kesamaan kesempatan dan perlakuan
melalui promosi kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengakhiri segala
bentuk diskriminasi dalam kesempatan kerja dan pekerjaan.’ Kata
“diskriminasi” didefinisikan dalam konvensi ini sebagai segala bentuk
pembedaan, penyisihan atau pilihan yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit,
jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal bangsa atau tata masyarakat.
Sehingga dengan kata lain membuka kesempatan lapangan kerja bagi Tenaga
Kerja Asing.

Dalam hal ini menunjukan bahwa migrasi tenaga kerja adalah suatu
hal yang biasa pada era globalsasi ini. Tetapi ada beberapa masalah yang
menjadi sesuatu yang ditakuti oleh tenaga kerja itu sendiri yaitu mengenai

perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Dalam tahun 2018 sendiri telah terdata

4 Safir Makki, Kemenaker menyatakana jumlah tenaga kerja asing hanya 90 ribu, CNN
Indonesia, 2018 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190111230814-92360311/kemenaker-
nyatakan-jumlah-tenaga-kerja-asing-hanya-90-ribu, (diakses 31 Maret 2019, 19:56 WIB)

% Undang Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO CONVENTION NO.111
CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION
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sebanyak 1.940 kasus pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang
diterima Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) antara lain, melalui media pengaduan langsung
sebanyak 801 kasus. Kemudian, melalui surat sebanyak 667 kasus, melalui E-
mail 49 kasus, melalui SMS 7 kasus, Telepon 209 kasus, media sosial 46
kasus dan melalui media lainnya sebanyak 161 kasus.® Angka tersebut
menunjukkan masih banyak tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang
mengalami masalah hukum.

Tidak berbeda dengan tenaga kerja asing di Indonesia. Menurut data
Dirjen Imigrasi pada penutup tahun 2016, Ditjen. Imigrasi menggelar operasi
Pengawasan Orang Asing (POA) dalam rangka penertiban dan pengamanan
malam tahun baru. Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31
Desember 2017 adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi
kegiatan Orang asing yang dilakukan secara illegal. Operasi POA ini digelar
di Wilayah DKI Jakarta, serta beberapawilayah lain yang dilaksanakan oleh
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta Kantor Imigrasi.

Dalam operasi tersebut telah diamankan ratusan Orang Asing yang
diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, Diitjen Imigrasi telah
mengamankan 76 perempuan berkewarganegaraan China berusia 18 - 30

tahun yang melakukan kegiatan sebagai terapis pijat, pemandu lagu serta

6 Tim HUMAS BNP2TKI, 1.940 Kasus PMI Pada Semester | 2018, 2018
http://www.bnp2tki.go.id/read/13383/BNP2TKI:-1.940-Kasus-PMI-Pada-Semester-1-2018.html
(diakses 31 Maret 2019 23:30 WIB)



http://www.bnp2tki.go.id/read/13383/BNP2TKI:-1.940-Kasus-PMI-Pada-Semester-I-2018.html

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertarif mulai dari Rp. 2.800.000 (dua
juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta
rupiah). Selain mengamankan 76 Orang Asing, juga diamankan barang bukti
berupa 92 buah paspor kewarganegaraan China, Kwitansi/ bukti pembayaran,
uang kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah), telepon
genggam, tas, pakaian dalam, dan alat kontrasepsi.Selain Direktorat Jenderal
Imigrasi, beberapa kantor Imigrasi juga menggelar Operasi serupa,
diantaranya : ’

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta
Selatan mengamankan 10 Orang Asing dari berbagai kewarganegaraan
seperti Italy, India, Perancis, Guinea, China, Australia.

2. Kantor Imigrasi Kelas | khusus Soekarno Hatta mengamankan 5
Orang Asing yang terdiri dari 4 warga Negara RRT dan 1 Warga
Negara Korea selatan

3. Kantor Imigrasi Kelas | Jakarta Pusat mengamankan 11 Orang asing
yang terdiri dari 6 Warga India dan 5 warga negara Nigeria

4. Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Jakarta Barat mengamankan 11 Orang
asing yang mayoritas berkewarganegaraan RRT sejumlah 8 orang, 2
warga negara Hongkong, dan 1 warga Negara Malaysia

5. Kantor Imigrasi Jakarta Utara mengamankan 2 Warga negara RRT.

Asing,

" Ditjen Imigrasi Indonesia, Ratusan Orang Asing Terjaring Operasi Pengawasan Orang
2017 http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1238-ratusan-orang-asing-

terjaring-operasi-pengawasan-orang-asing , (diakses 31 Maret 2019, 23:40 WIB)
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6. Kantor Imigrasi kelas | khusus Surabaya mengamankan 7 Warga
negara RRT.
7. Kantor Imigrasi Sorong mengamankan sejumlah 3 Warga negara

RRT.

Berdasarkan hasil Operasi yang dilaksanakan yang dilakukan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), sejak tahun 2016, ditemukan tenaga
kerja antar negara ilegal sebanyak 1.383 orang. Pelanggaran yang dilakukan
terdiri dari tenaga kerja antar negara yang bekerja tanpa Izin Menggunakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA).2 Hal ini menujukan kondisi para tenaga kerja

antar negara.

Bagaimana Indonesia dan negara- negara yang tenaga kerjanya
bermasalah di Indonesia, bagaimana cara mereka menyikapi dan melindungi
warga negara mereka yang terlibat masalah hukum. Menurut Konvensi wina
1963 pasal 5 huruf (g) warga negara diluar negeri berhak memperoleh
perlindungan dari perwakilan negaranya yang berada di negera tempat
menetapnya yang berbunyi : “safeguarding the interests of nationals, both

individuals and bodies corporate, of the sending States in cases of succession

8 Raditya Hanung, Polemik Tenaga Kerja Asing Di Tanah Air, 2018
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180307141632-4-6507/polemik-tenaga-kerja-asing-di-tanah-
air (diakses 1 April 2019, 12:11 WIB)
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mortis causa in the territory of the receiving State, in accordance with the

laws and regulations of the receiving State. ®

Dalam hal ini maka negara penerima dan tenaga kerja antar negara
tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan akan tetapi
apa yang menjadi hak dan kewajiban tersebut dan bagaimana jika hak dan
kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi jika tidak dapat memenuhi hal
tersebut maka dapat dianggap mereka bekerja dengan dokumen yang tidak

lengkap atau ilegal.

Maka dari permasalahan yang terdapat diatas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang nantinya hasil penelitian tersebut di tuangkan
dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
ANTAR NEGARA YANG MENGALAMI PERMASALAHAN HUKUM

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”

. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji dalam penulisan
proposal ini adalah :
1. Bagaimana perlindungan hukum tentang hak dan jaminan Tenaga kerja

Antar Negara?

% Vienna Convention On Consular Relations 1963, Chapter 5



2. Bagaimana proses perlindungan Tenaga kerja Antar Negara mengalami

permasalahan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui tentang perlindungan hukum hak dan jaminan kepada tenaga
kerja antar negara.
2. Untuk mengetahui proses dan tahapan perlindungan hukum kepada

Tenaga Kerja Antar Negara yang mengalami masalah Hukum.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan
pengetahuan hukum khususnya menyangkut dalam perlindungan Tenaga
Kerja Antar Negara yang menagalami masalah Hukum baik secara teoritis
maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu
pengetahuan hukum internasional, dalam penanganan yang terkait dengan
ketentuan hukum internasional yang berlaku, khususnya pemahaman
teoritis tentang Perlindungan Tenaga Kerja Internasional.

2. Manfaat Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap
perlindungan Tenaga kerja migran yang berada diluar negeri dan tenaga

kerja asing didalam negeri.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam
bidang hukum internasional dengan fokus perlindungan Tenaga Kerja Antar
Negara yang mengalami masalah hukum. Untuk mendapatkan gambaran yang
lebih jelas maka penulis hanya membatasi pada masalah perlindungan Tenaga

kerja Antar Negara yang mengalami masalah hukum.

F. Kerangka Teori

1. Kewajiban Negara

Kewajiban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus
mendapat perhatian, yaitu responsibility dan liability. Kedua istilah ini sering
digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang
sama. Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan
bahwa istilah responsibility digunakan untuk kewajiban (duty), atau
menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan
oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability digunakan untuk menunjuk

pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan
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suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah
ditetapkan.®

Dilihat disini maka negara memiliki kewajiban salah satunya yaitu
melindungi warga negaranya seperti yang tertulis di dalam UUD 1945 Pasal
28D ayat 1 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum” disini terdapat frasa pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang mengikat warga negara. Menurut J.G. Starke!!, arti
penting status kewarganegaraan (Nationality)  seseorang bagi hukum
internasional adalah dalam hal :

a) Pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri. Setiap negara
berhak melindungi warga negaranya di luar negeri.

b) Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan
bertanggungjawab kepada negara lain apabila negara itu melalaikan
kewajibannya mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum  yang
dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau negara tersebut tidak
menghukumnya, setelah tindakan melanggar hukum itu dilakukan.

c) Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau menerima kembali

warga negaranya sendiri di wilayahnya.

10 Triatmodjo dalam Heribertus U Setyardi.2001:45-46
11].G. Starke, Introduction to international law, Butterworths, London, 1984, him 459
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d) Nasionalitas berhubungan erat dengan kesetiaan, dan salah satu hak utama
dari kesetiaan adalah kewajiban untuk dinas militer di negara terhadap
mana kesetiaaan itu di baktikan.

e) Suatu negara mempunyai hak luas, kecuali adanya traktat khusus yang
mengikatnya untuk melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian
warganya kepada negara lain yang meminta penyerahannya.

f)  Status musuh dalam perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang
tersebut.

Kewajiban negara pun juga mencakup tentang orang orang yang
berada di wilayah negara tersebut mencakup para orang yang memasuki
negara tersebut dengan tujuan tertentu. Warga negara tersebut juga memiliki
hak untuk dilindungi akan tetapi memiliki kewajiban yang sebelumnya harus
dipenuhi terlebih dahulu. Termasuk dengan tenaga kerja kerja migran yang
terdapat di negara tersebut dan juga tenaga migran yang berada di luar negeri

yang harus mendapatkan hak nya sebagai warga negara.

. Teori Perlindungan Hukum

Tenaga kerja adalah salah satu makhluk yang di ciptakan oleh Tuhan
Yang Maha Esa yang secara kodrat memiliki hak dasar yang adalah
kebebasan, hak hidup, hak untuk di lindungi dan hak lainnya. Hal tersebut
searah dengan prisip hukum alam yang berkembang pada abad ke-18 yang

menitik beratkan kepada kebebasan dan keutamaan rasio, yang merupakan
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salah seorang penganutnya adalah Locke yang menurutnya teori hukum
berumber dari dua hal yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. la juga
mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan
kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak

hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak
melanggar hak-hak dasar manusia. Hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan
kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan
penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak
mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru
untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang
mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dair luar. Begitulah,
hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar
tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan
antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat
mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan
hidup manusia.'?

Dengan demikian maka tenaga kerja migran internasional juga

memiliki payung hukum perlindungan yang harus juga dipenuhi oleh negara

12 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Op. Cit, 72-73.
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penerima maupun negara pengirim sehingga keamanan tenaga kerja tersebut

terjamin karena meperoleh perlindungan hukum.

. Teori Diplomatik Konsuler
Adalah ketentuan yang mengatur tetang fungsi diplomatik dan
konsuler sebagai perwakilan negara asal di negara penerima. Pasal 5 Konvensi

Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler diatur mengenai fungsi-fungsi

konsuler, yakni :

a. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan para warga
negaranya serta badan-badan hukum yang ada di negara penerima, di
dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional. Hal ini
merupakan fungsi utama dari hubungan konsuler;

b. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, budaya dan
ilmiah, antara kedua negara (negara pengirim dan negara penerima) serta
memajukan hubungan bersahabat diantara mereka, fungsi ini berarti
bahwa diadakannya hubungan konsuler akibat kebutuhan masing masing
negara untuk itu;

c. Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan dan perkembangan-
perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari
negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara
pengirim, fungsi ini hampir sama dengan misi diplomatik, hanya saja

objek dalam tugas yang berbeda;
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Mengeluarkan dokumen perjalanan dan paspor kepada para warganegara
dari negara pengirim, serta visa atau dokumen-dokumen yang sah untuk
orang-orang yang akan pergi ke negara pengirim;

Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warganegara dan
badan-badan hukum dari negara pengirim;

Melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di
dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapalkapal
kebangsaan negara pengirim, dan kapal udara-kapal udara yang
didaftarkan di negara tersebut, serta terhadap para awak kapalnya, hal ini
merupakan fungsi turunan dari poin pertama;

Mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut,
serta kepada para awak kapalnya, mengadakan pernyataan mengenai
pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas-kertas kapal, tanpa
merugikan pemerintah negara penerima, melakukan penyelidikan atas
suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan
perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini
diwenangkan oleh hukum dan peraturan di negara pengirim, hal ini
membutuhkan koordinasi yang intens antara wakil konsuler dan wakil
pemerintah negara penerima;

Melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor
konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian

internasional yang berlaku diantara negara pengirim dan negara penerima,
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hal ini berarti konsuler dapat berfungsi untuk segala hal selama hal
tersebut diperjanjikan dan memenuhi kausa halal dalam hukum
internasional.

Maka teori ini digunakan untuk pengatur proses perlindungan yang
dilaksanakan antara dua negara yang berberhubungan karena salah satu warga
negara mereka diluar negeri mengalami permasalahan hukum dan
membutuhkan perlindungan. Biasanya mengunakan penyelesaian secara
bilateral dan memperoleh kewenagangan melakukan perlindungan dengan

ketentuan Konvensi Wina.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang
menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim. Lebih lanjut lagi, menurut Jhonny
Ibrahim, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian
ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari

sisi normatifnya.”® Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini

13 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
Malang, 2005, him. 47
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menganalisis norma-norma hukum nasional dan hukum internasional yang

terdapat dalam deklarasi, konvensi dan peraturan perundang-undangan.

2. Motode Pendekatan

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan konsep, yaitu jenis peneltian yang menggunakan pendekatan konsep
yang adalah menggunakan konsep hukum internasional dalam penyeselsaian
permasalahan sesuai dengan kehidupan masyarakat internasional, sejarah, tigkah
laku, juga tentang fungsionalisasi perjanjian internasional, organisasi

internasional, konvensi internasional, dan kebiasaan.

3. Bahan Penelitian
Penelitian hukum pada umumnya membedakan sumber data ke dalam dua

bagian, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan
data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Sumber data dalam
penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hukum dan kebiasaan

Internasional, dalam hal ini berupa: :

1. Konvensi ILO N0.97 Tahun 1949, Tentang Tenaga Kerja Antar Negara

2. Konvensi ILO No.143 Tahun 1975, Tentang Ketentuan Pelengkap Yang

diatur didalam Konvensi ILO N0.97 Tahun 1949
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Konvensi ILO No. 181 tahun 1997 Tentang Agen Penyalur Tenaga Kerja
Swasta

Konvensi ILO No. 118 tahun 1962 Tentang Kesetaraan Perlakuan
(Jaminan Sosial)

Konvensi Wina 1961, Tentang Fungsi Diplomatik

Konvensi Wina 1963, Tentang Fungsi Konsuler

Pembukaan Undang-Undang Dasar Alenia 4 Tentang Kewajiban Negara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat 1
Tentang Kewajiban Negara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Bahan hukum sekunder adalah bahan acuan yang bersumber dari buku-buku,

surat kabar, media internet serta media massa lainnya yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas, seperti;

1.

2.

3.

Karya lImiah sarjana
Jurnal-jurnal hukum

Hasil penelitian

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti;

1.

2.

Kamus-kamus

Ensiklopedia
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Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen
atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan penelitian yang
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.'*
Pengertian lain, menyatakan bahwa Studi Kepustakaan (Library
Research), yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-
buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan

bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Teknik Analisis Bahan Penelitian
Analisis/kajian isi adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan dengan
mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu pesan secara objektif dan
sistematis. Teknik analisis dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Teknik analisa kualitatif , yang dilakukan terhadap data yang berupa
informasi, uraian dalam bentuk Bahasa prosa, kemudian dikaitkan dengan

data lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebeneran atau

21.

14 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1984, Universitas Indonesia, Jakarta, him.
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sebaliknya, sehingga mendapatkan gambaran baru ataupun menguatkan
gambaran yang sudah ada maupun sebaliknya.

b. Teknik analisa kuantitatif, yang dilakukan terhadap data dalam bentuk jumlah
dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau
memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran
baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat/uraian.

Dalam penelitian ini, digunakan Teknik analisis kualitatif yang lebih
menggunakan pendekatan teoritis yang lebih mengutamakan data disbanding

dengan jumlah.

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan Kesimpulan dalam skripsi akan ditarik dengan
metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan yang dilakukan akan dibahas
terlebih dahulu melalui data data dari bahan hukum buku dan artikel kemudian

dibahas dan diambillah kesimpulan.
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